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ABSTRAK  
 

 

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Penelitian ini merujuk pada teori Biddle dan 

Thomas. Informan penelitian adalah Anggota DPRD Kota Palembang yang terlibat atau 

mengetahui tentang Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan teknik 

wawancara. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang 

digunakan adalah metode deskriptif analitik.  
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ABSTRACT 
 

 

This study aims to find out the role of female members of the Regional House of 

Representatives (DPRD) in carrying out the function of legislation in the Palembang City 

Regional House of Representatives (DPRD). This research refers to Biddle and Thomas' 

theory. The research informant is a member of the Palembang City DPRD who is involved 

in or knows about the role of female members of the Regional House of Representatives 

(DPRD) in carrying out the function of legislation in the Palembang City Regional House 

of Representatives (DPRD). This research was conducted using interview techniques. The 

researcher uses a qualitative descriptive type of research. The data analysis used is a 

descriptive analytical method. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, tonggak Sejarah baru dalam perjalanan 

ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Mulai dari tahun 1999 hingga tahun 

2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Dalam 

kerangka amandemen UUD 1945, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang demokratis dan berkeadilan, bangsa Indonesia telah melakukan transformasi 

konstitusional yang signifikan. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah 

mengintegrasikan prinsip-prinsip universal seperti pemisahan kekuasaan, sistem checks 

and balances, serta supremasi hukum ke dalam sistem ketatanegaraan. Langkah ini 

melahirkan arsitektur kelembagaan negara yang lebih kompleks, di mana berbagai 

lembaga negara, baik yang berakar dari konstitusi maupun undang-undang, didesain untuk 

saling mengontrol dan menyeimbangkan satu sama lain. 

Penerapan prinsip demokrasi dalam pemerintahan daerah tidaklah semata-mata 

terbatas pada mekanisme partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan kolektif. 

Demokrasi dalam konteks ini menuntut pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

pembagian kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aspek-aspek krusial yang 

perlu diperhatikan meliputi jenis-jenis kekuasaan yang beroperasi, sumber-sumber 

informasi yang mendasari pengambilan keputusan, serta dinamika interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat.  
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Sebagai representasi dari rakyat di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) memiliki peran yang krusial dalam proses pembuatan kebijakan publik. Lembaga 

ini memiliki kewenangan yang luas dalam berbagai aspek pemerintahan daerah, mulai 

dari pembentukan peraturan daerah hingga pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lemb aga legislatif tingkat provinsi 

atau tingkat kabupaten/kota di Indonesia. DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk 

membuat peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah, dan mewakili 

kepentingan rakyat dalam pembangunan daerah. Anggota DPRD dipilih melalui 

pemilihan umum setiap lima tahun sekali. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu organisasi 

pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah tempat orang – orang 

menyampaikan kepentingan dan aspirasi mereka. Lembaga ini bertanggungjawab atas 

pengambilan kebijakan, yang berbentuk peraturan, pengendalian, dan penganggaran 

daerah. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan bagi lembaga eksekutif untuk 

menjalankan perintah (Supriadi, 2017). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:  

1. Fungsi legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah 

2. Fungsi anggaran yang merupakan kewenangan dalam hal anggaran daerah 

(APBD) 

3. Fungsi pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan 

lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal keanggotaannya, anggota 
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DPRD merupakan anggota dari partai politik yang pesertanya dipilih melalui 

pemilihan umum. 

DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di 

Indonesia. Beberapa peran aktif DPRD antara lain: 

1. Membuat Peraturan Daerah (Perda): DPRD memiliki wewenang untuk membuat 

peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat 

daerah, seperti peraturan tentang anggaran, tata ruang, dan lain-lain. 

2. Menyusun APBD: DPRD berperan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) bersama Pemerintah Daerah. DPRD memiliki wewenang 

untuk mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah: DPRD memiliki fungsi pengawasan 

terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. DPRD dapat 

melakukan evaluasi, pengawasan, dan memanggil pejabat pemerintah untuk 

pertanggungjawaban. 

4. Menyuarakan Aspirasi Rakyat: Sebagai wakil rakyat, DPRD berperan sebagai 

jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. DPRD dapat menyuarakan 

aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam forum DPRD. 

5. Menyelenggarakan Musyawarah: DPRD berperan dalam menyelenggarakan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan yang penting 

bagi kepentingan daerah. 

6. Mengawasi Kinerja Pemerintah Daerah: DPRD memiliki fungsi pengawasan 

terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. DPRD dapat 
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melakukan evaluasi, pengawasan, dan memanggil pejabat pemerintah untuk 

pertanggungjawaban. 

Di Indonesia, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi pancasila. 

Demokrasi pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat 

dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah diantara 

rakyat dan negara (Pradipta & Turtiantoro, 2018). Indonesia adalah negara demokrasi 

yang sangat memperhatikan partisipasi masyarakat. Salah satu konsep utama demokrasi 

adalah partisipasi. Demokrasi bearti semua warga negara memiliki hak yang sama untuk 

membuat keputusan. Laki – laki dan perempuan merupakan bagian dari sistem social yang 

saling berhubungan dan memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk berpartisipasi dan 

berbagu dalam kehidupan (Mandini, 2016).  

Sejarah menunjukkan bahwa kesadaran politik perempuan di Indonesia telah 

meningkat sejak Kongres Perempuan Pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 

1928. Selain itu, kesadaran politik muncul dalam pemilu tahun 1995, yang memungkinkan 

perempuan menggunakan hak mereka, terutama untuk memilih dan terpilih menjadi 

anggota partai politik.banyak dokumen hukum dasar dan konferensi yang 

mempertahankan hak perempuan dalam politik mendukung interpretasi ini (Rahayu, n.d.) 

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28, setiap warga negara diberi kebebasan 

untuk berbicara dan menentukan pilihan demokratis dalam menjalankan kehidupan 

mereka. Dengan cara yang sama, partisipasi politik telah meningkat pesat. Laki – laki dan 

perempuan keduanya dapat berpartisipasi dalam dunia politik (Pranoko, 2020). Dua hal 

yang sulit dibayangkan adalah perempuan dan politik. Tidak banyak kesempatan bagi 
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perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, terutama di Indonesia, dimana nilai 

– nilai patriarki masih kuat dan peluang bagi perempuan untuk mnejadi politisi terbatas 

karena persepsi bahwa peran yang dibagi antara laki – laki dan perempuan terbatas pada 

memasak, kasur dan dapur, sedangkan laki – laki dianggap lebih kuat dan mampu dalam 

memimpin. Pemikiran ini jelas membatasi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam dunia politik. Selain itu, partai politik tidak memiliki dorongan yang cukup untuk 

memberikan peluang kepada perempuan, sehingga membuat mereka merasa diancam dan 

diremehkan (Azzahra et al., 2023). 

Kegiatan politik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. 

Dengan demikian, tidak ada kemajuan dalam hal hak – hak perempuan untuk berpolitik. 

Peningkatan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam politik adalah isu penting yang 

sering diperdebatkan. Laki – laki dan perempuan tampaknya tidak memiliki hak politik 

yang setara.  Aktivis perempuan banyak berkampanye untuk meningkatkan keterwakilan 

perempuan dibidang politik karena dengan adanya perempuan di lembaga legislative dan 

eksekutif diharapkan dapat mewakili aspirasi kaum perempuan ditingkat pusat dan daerah. 

Untuk mencapai keseteraan, perempuan dimasukkan kelembaga legislatif adalah salah 

satu cara. Bahkan, upaya ini dimasukkan kedalam kebijakan politik yang lebih nyata untuk 

meningkatkan partisipasi politik perempuan (Pradipta & Turtiantoro, 2018). 

Menurut Undang – Undang Dasar Tahun 1945, perempuan memainkan peran penting 

dalam pembangunan bangsa dan negara. Pasal 27 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 

menyatakan bahwa perempuan dibidang hukum dan pemerintahan memiliki status yang 

sama dengan laki – laki, dan mereka juga memiliki hak memilih dan dipilih. Selain itu 
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konstitusi Indonesia melindungi perempuan dalam politik dan pemerintahan. Rendahnya 

partisipasi politik perempuan dapat dijelaskan melalui analisis terhadap konstruksi sosial 

gender yang masih dominan dalam masyarakat. Stereotipe gender yang menempatkan 

perempuan dalam peran domestik dan membatasi ruang gerak mereka dalam ranah publik 

telah menjadi faktor penghambat utama bagi peningkatan representasi perempuan di 

lembaga legislatif.  

Aspirasi kaum hawa terjun dalam perpolitikan yakni dengan berkedudukan di 

legislatif dapat terhalang oleh kodratnya sebagai perempuan, seperti menstruasi, hamil, 

menyusui dan peran mereka ketika bekeluarga yakni untuk mengurus rumah tangga dan 

anak. Sifat alamiah ini bisa mengurangi keterlibatan perempuan dalam peran legislatif, 

terutama untuk kepentingan perempuan. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

mendukung kepentingan perempuan karena perempuan masih kurang terwakili dalam 

lembaga legislatif. 

Kedudukan perempuan di lembaga publik menunjukkan kedaulatan rakyat. Pada masa 

lalu, kaum laki-laki hanya menginginkan anggota legislatif, tetapi sekarang kaum 

perempuan juga bisa, meskipun tetap didominasi laki-laki. Dalam konteks sistem sosial 

dan pemerintahan yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki, perempuan terus 

mengalami subordinasi. Perempuan menuntut agar prinsip kesetaraan gender 

diimplementasikan secara penuh dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga mereka dapat 

menikmati hak-hak yang sama dengan laki-laki tanpa adanya diskriminasi. Mereka juga 

ingin wanita ditempatkan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
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Dengan adanya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan, pasal 53 

mengamanatkan bahwa partai politik harus memasukkan paling sedikit 30% perempuan 

dalam daftar calon legistatifnya. Pasal 55 ayat 2 menegaskan bahwa setiap tiga nama 

kandidat harus setidaknya satu nama kandidat perempuan. Ini dapat menghasilkan hak 

yang sama untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik ditingkat pusat 

maupun daerah (Lestari et al., 2014). 

Jumlah anggota DPRD bervariasi tergantung pada tingkatannya, yaitu DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut: 

1. DPRD Provinsi: Jumlah anggota DPRD Provinsi tidak kurang dari 30 orang dan 

tidak lebih dari 100 orang. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk 

dan luas wilayah provinsi tersebut. 

2. DPRD Kabupaten/Kota: Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak kurang dari 

20 orang dan tidak lebih dari 65 orang. Jumlah ini juga ditetapkan berdasarkan 

jumlah penduduk dan luas wilayah kabupaten/kota tersebut. 

Jumlah anggota DPRD dapat berubah melalui perubahan Undang-Undang atau 

peraturan daerah yang mengatur tentang jumlah anggota DPRD. 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kuota perempuan Minimal 30% ditetapkan 

melalui Undang – Undang menguntungkan bagi perempuan. Undang – Undang tersebut 

secara tegas mengakui bahwa perempuan harus memiliki perwakilan yang lebih baik di 

parlemen supaya mereka dapat lebih banyak mengambil keputusan dipemerintahan. Hal 
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ini dapat menjadi dorongan baru untuk kesetaraan gender dalam politik. Karena 

perempuan memiliki kebutuhan yang unik yang hanya perempuan sendiri yang dapat 

memahami, keterlibatan perempuan dalam hal politik sangat penting.  Mungkin akan 

banyak ruang bagi perempuan agar bisa terlibat dalam proses politik di parleman, dan 

tentu saja hal ini juga dapat memberikan kekuatan bagi perempuan untuk mendapatkan 

peran yang lebih baik dalam ruang publik. Selain itu, menjadi bagian dari para pengambil 

keputusan politik perempuan juga dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang 

sudah ada dalam masyrakat. Oleh kerena itu, kuota tersebut menjamin bahwa 30% 

perempuan diparlemen akan mengubah paradigma untuk mendukung perempuan 

(Mokodenseho et al., 2018). 

Sehingga perempuan memiliki keterlibatan partisipatoris saat memutuskan dan 

mempertimbangkan serta memprioritaskan kaumnya. Maka bagaimana inisiatif anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan dalam menjalankan fungsi 

Legislatif di Kota Palembang Periode 2019 – 2024. Berdasarkan sedikitnya jumlah kursi 

perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yakni 

dari 50 Kursi yang ada hanya beberapa saja yang diduduki oleh perempuan.  Peneliti 

tertarik mengambil judul ini karena harus ada pergeseran dalam pemahaman terhadap 

peran Perempuan dalam politik. Meneliti peran anggota DPRD Perempuan juga penting 

karena perempuan seringkali menghadapi tantangan dan perbedaan dalam lingkungan 

politik yang didominasi oleh laki-laki. Penting untuk mengubah stereotip terhadap 

Perempuan dalam kehidupan politik, bahwa bukan sekedar menambah jumlah kuota 
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semata, tapi pemahaman mendalam akan keadilan dari kesetaraan dalam politik selama 

ini telah direngut oleh kekuasaan maskulitas laki – laki.  

Apakah perempuan yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

ikut berkontribusi maksimal dengan adanya putusan hasil dari pertimbangan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat. Sehingga menjadikan peneliti berusaha mengkaji secara lebih 

komprehensif mengenai hal tersebut. Berdasarkan latar belakang maslaah yang telah 

dipaparkan diatas, maka peneliti menggangap urgent dan penting terkait “Bagaimana 

Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam 

Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Palembang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan utama yaitu: 

A. Bagaimana Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan 

Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kota Palembang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan 

penelitian ini sebagai berikut: 
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A. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

A. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan-temuan empiris yang 

dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif bagi 

perempuan, khususnya dalam konteks politik lokal di Kota Palembang. 

B. Manfaat Praktis 

a. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku seluruh 

kepentingan yang terlibat dalam pengajaran dan pelatihan, serta informasi 

bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian dan 

kegiatan serupa. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontibusi kepada Politisi 

Perempuan, Aktivis Perempuan, LSM, serta masyarakat Kota Palembang 

mengenai peran DPRD perempuan dalam menajalankan fungsinya  
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